
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang­ 
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam 
rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan 
pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerin tah 
Daerah Kabupaten Subang; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala 
Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUBANG, 
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BUPATISUBANG 
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PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG 

I SALINAN I 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah 

Kabupaten Subang. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Subang. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
anaian unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Daerah Kabupaten Subang. 

2. Bupati adalah Bupati Subang. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN SUBANG. 

PEDOMAN TENTANG BUPATI PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), 
sebagaimana telah beberapa kali cliu bah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 
4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4); 
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mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran 
Perangkat Daerah. 

9. Sisa Risiko (Residual Risk) adalah risiko setelah 
mempertimbangkan Pengendalian yang sudah ada. 

10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap 
risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka 
mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran 
dampaknya untuk menetapkan level atau status 
risikonya. 

11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 
dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu 
dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif 
terhadap pencapaian tujuan. 

12. Unit Pernilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR 
adalah unit kerja yang bertanggungjawab 
melaksanakan pengelolaan risiko. 

13. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas 
memantau Pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR 
di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat 
Daerah. 

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 
disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan 
Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat 
Daerah. 

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, 
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil 
atau restasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, 
atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor­ 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

kemungkinan kejadian yang 8. Risiko adalah 

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem 
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang untuk melakukan pengelolaan 
risiko. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan 
panduan untuk mengelola risiko dalam rangka 
mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

21. Rencana Kerja. dan Anggaran, Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai 
dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya clisingkat dengan Renstra Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

19. Kebijakan Urnurn Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya clisingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu] tahun. 

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya clisingkat PPAS adalah rancangan 
program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 
untuk setiap program sebagai acuan dalam 
Penyusunan RKA-SKPD sebelum clisepakati dengan 
DPRD. 
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(1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan 
sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang. 

(2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui : 

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap 
pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap 
satuan kerja; 

Bagian Kedua 
Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 5 

(3) Pengelolaan risiko dilakukan melalui: 

a. pengembangan budaya sadar risiko; 
b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan 
c. penyeleoggaraan proses pengelolaan, risiko. 

menyelenggarakan wajib ( 1) Pemerintah Dae rah 
pengelolaan risiko. 

(2) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas 
tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah, 
tujuan/ sasaran strategis Perangkat Daerah dan 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB IV 

PENGEWLAAN RISIKO 

Pasal 3 

Pengelolaan risiko dilakukan dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip, meliputi: 

a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 

b. berorientasi jangka panjang; dan 

c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya. 

BAB III 

PRINSIP-PRINSIP PENGEWLAAN RISIKO 
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Paragraf 1 

Penanggung jawab Pengelolaan Risiko 

Pasal 7 

(I) Bupati sebagai penanggungjawab pengeiolaan risiko. 

(2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang 
menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko 
Pernerintah Daerah. 

Bagian Ketiga 

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

Pasal 6 

(1) Pembentukan struktur pengelolaan risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 
b terdiri atas : 

a. penanggung jawab pengelolaan risiko; 
b. koordinator penyelenggaraan pengeioiaan risiko; 
c. unit pemilik risiko; 
d. komite pengelolaan risiko; 
e. unitkepatuhan;dan 
L penanggung jawab pengawasan 

(2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

b. intemalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses 
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan 
organisasi; dan 

c. pembangunan / perbaikan lingkungan pengendalian 
yang mendulrung penciptaan budaya risiko. 

(3) Pengembangan budaya sadar risiko sebagai mana 
dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan 
keputusan; 

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen 
risiko; 

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang 
baik; dan 

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses 
organisasi. 
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Paragraf 3 

Unit Pemilik Risiko 

PasaI 9 
(1) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR. 

(2) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup 
kerjanya. 

(3) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari: 

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah; 

(3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi 
penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Bagian 
di lingkungan Sekretariat Daerah yang melaksanakan 
tugas dan fungsi di bidang organisasi. 

koordinator 
Pemerintah 

(1) Sekretaris Daerah sebagai 
penyelenggaraan pengelolaan risiko 
Daerah. 

(2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator 
penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

Paragraf 2 

Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko 

Pasal 8 

(3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan 
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 

(4) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan 
proses penilaian risiko pada Pemerin tah Daerab. 

(5) Bupati menetapkan pedoman penilaian risiko 
Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan 
pengelolaan risiko. 
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terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 
strategis Perangkat Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan 
pemantauan risiko basil identifikasi dan analisis 
risiko; dan 

Pasal 11 

( 1) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Perangkat Daerah. 

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki tugas, meliputi: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat 
unit eselon II pada Perangkat Daerah masing­ 
masing; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 
tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah 
masing-masing; 

c. melakukan identifikasi dan analieis risiko 

Daerah sebagaimana 
ditetapkan dengan 

UPR Tingkat Pemerintah 
dimaksud pada ayat (1) 
Keputusan Bupati. 

(3) 

b. UPR Tingkat Eselon II; dan 
c. UPR Tingkat Eselon III. 

Pasal 10 

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan 
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 

(2) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas, meliputi: 

a. menyusun strategi pengelolaan risiko ditingkat 
Pemerintah Daerah; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di 
tingkat Pemerintah Daerah; 

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko 
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 
strategis Pemerintah Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan 
pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis 
risiko; dan 

e. meuatau.aahakan, proses pengelclaari risiko. 
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program strategis mend ukung visi misi Bu pati 
sebagai anggota. 

a. Bupati sebagai Pengarah; 
b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua; 
c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan 

fungsi penunjang perencanaan dan fungsi 
penunjang penelitian dan pengembangan sebagai 
koordinator merangkap anggota; dan 

d. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai 

risiko 
Ko mite 

pengelolaan 
membentuk 

Dalam rangka mendukung 
Pemerintah Daerah, Bupati 
Pengelolaan Risiko. 

(2) Korntte Pengelolaan Rtstkn sebagatmana dtrnaksud 
pada ayat ( 1) terdiri dari: 

( 1) 

Paragraf 4 
Komite Pengelolaan Risiko 

Pasal 13 

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(3) UPR dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan 
kepada Kepala Perangkat Daerah. 

penanganan dan 
identifikasi dan analisis 

(2) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki tugas, meliputi: 

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko 
terhadap pencapaian tujuan dan sasaran 
kegiatan; 

b. melakukan kegiatan 
pemantauan risiko basil 
risiko; dan 

Pasal 12 

( 1) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala 
Subbagian/Staf/fungsional yang menangani 
perencanaan. 

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

(3) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah. 
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Paragraf 5 
Unit Kepatuhan 

Pasal 14 

(1) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan. 

(2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas, meliputi: 

a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada 
UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah yang berada di bawah 
koordinasinya; 

b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak 
pengendalian; 

c. memantau pelaksanaan rencana tindak 
pengendalian; 

d. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi 
pengelolaan risiko; dan 

e. membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan 
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris 
Daerah. 

(3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu 
oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah 
yang berada di bawah koordinasinya. 

(3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi: 

a. merumuskan kebijakan, arahan, serta 
menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis 
yang menyimpang dari prosedur normal; 

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan 
risiko Pemerintah Daerah yang meliputi 
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 
pengelolaan rieiko di lingkungan Pemerintah 
Daerah; dan 

c. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan 
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Inspektur 
Inspektorat Daerah. 

(4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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sebagaimana dimaksud 
dalam suatu siklus 

Proses pengelolaan risiko 
pada ayat (1) diterapkan 
berkelanj utan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) 
tahun. 

(2) 

(1) Proses pengelolaan risiko, meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. penilaian risiko; 
c. kegtatan pengerrdalran, 
d. informasi dan komunikasi; dan 
e. pemantauan. 

Bagian Keempat 
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Pasal 16 

Paragraf 6 
Penanggungjawab Pengawasan 

Pasal 15 

(1) Inspektur Inspektorat Daerah sebagai penanggung 
jawab pengawasan. 

(2) Inspektur Inspektorat Daerah sebagai penanggung 
jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) bertanggung jawab melaksanakan pengawasan 
terkait penerapan pengelolaan risiko. 

(3) Inspektur Inspektorat Daerah sebagai penanggung 
jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai tugas, meliputi: 

a. memberikan layanan konsultasi penerapan 
pengelolaan risiko pada Pemerin tah Daerah; 

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan 
efektivitas pengelolaan risiko dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah; dan 

c. melaksanakan kegiatan reviu dan/atau evaluasi 
terhadap rancang bangun serta implementasi 
pengelolaan risiko secara keseluruhan. 

(4) Inspektur Jnspektorat Daerah di dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dibantu oleh Inspektur Pembantu. 
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a. tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan/ sasaran strategis Perangkat Daerah; 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah; 
dan 

d. kerjasama daerah. 

(3) Penilaian risiko berdasarkan tujuan/ sasaran 
strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan 
dengan proses penyusunan RPJMD atau segera 
setelah diselesaikannya RPJMD. 

Paragraf 2 
Penilaian Risiko 

Pasal 18 

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat 
pencapaian tujuan instansi pemerintah dan 
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang 
diperlukan untuk memperkecil risiko. 

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan berdasarkan: 

Paragraf 1 
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 17 

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan 
lingkungan pengendalian dalam mendukung 
penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan 
cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam 
setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern. 

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu 
dengan proses manajemen secara keseluruhan, 
menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan 
dengan proses bisnis organisasi. 
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Pasal 20 

(1) Tahap Penetapan konteks/tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan untuk 
menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan 
sesuai dengan rencana, strategis dan rencana kinerja 
tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga 
tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, 
konteks strategis Perangkat Daerah, dan konteks 
operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

Pasal 19 

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (7) huruf a terdiri dari: 

a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan 

b. tahap penetapan kriteria penilaian risiko. 

(4) Penilaian risiko berdasarkan tujuan/sasaran 
strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan 
dengan proses penyusunan Renstra Perangkat 
Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra 
Perangkat Daerah. 

(5) Penilaian risiko berdasarkan tujuan operasional 
(kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan 
dengan proses penyusunan RKA-SKPD atau segera 
setelah diselesaikannya RKA-SKPD. 

(6) Penilaian risiko berdasarkan Kerja Sama Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
dilaksanakan sebelum Pemerintah Daerah 
melaksanakan perjanjian kerja sama berupa Kerja 
Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) dan/atau 
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK). 

(7) Proses penilaian risiko sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), meliputi: 

a. penetapan konteks/tujuan; 
b. identifikasi risiko; dan 
c. analisis Risiko. 
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Pasal 22 

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (7) huruf b bertujuan untuk 
mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat 
pencapaian tujuan/sasaran di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan/sasaran 
strategis Pemerintah Daerah, tujuan/ sasaran 
strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional 
(kegiatan) Perangkat Daerah. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang 
menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, 
sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; 
dan 

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko 
dalam daftar risiko. 

(1) Tahap Penetapan kriteria penilaian risiko 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 
bertujuan memberikan pemahaman yang sama 
mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko­ 
risiko. 

(2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi: 

a. skala dampak risiko; 
b. skala kemungkinan risiko; dan 
c. skala tingkat risiko. 

Pasal 21 

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah 
ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah 
Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen 
RPJMD. 

(4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah 
ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen 
Renstra Perangkat Daerah. 

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) 
ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang 
tercantum dalam dokumen RKA-SKPD. 
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(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d bertujuan untuk 
memastikan telah terdapat komunikasi internal dan 
ekstemal yang efektif dalam setiap tahapan 
pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan 
lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, 
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Pasal 25 

Paragraf 4 
Informasi dan Komunikasi 

prosedur dan kebijakan b. pelaksarraan 
pengendalian. 

Paragraf 3 
Kegiatan Pengendalian 

Pasal 24 

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk 
mengimplementasikan RTP. 

(2) tmptemerrtast RTP- mettputr kegtatarr. 

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang 
antara lain dapat berupa kebijakan dan/ atau 
prosedur; dan 

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (7) huruf c merupakan langkah untuk 
menentukan nilai risiko dengan mengukur nilai 
kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat 
(1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risikonya 
sebagai bahan informasi untuk menciptakan rencana 
tindak pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan: 

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan 
risiko; 

b. memvalidasi risiko; 
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan 

yang dibutuhkan; dan 
d. menyusun RTP. 

Pasal 23 
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f 

BABV 

PELAPORAN 

Pasal 27 

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan 
risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan 
pengelolaan risiko. 

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) melipu ti : 

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR; 
b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; 
c. laporan berkala kegiatan pembinaan risiko oleh 

Komite Pengelolaan Risiko: dan 
d. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 

Kepatuhan. 

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan 
penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko 
strategis Pernda, penilaian risiko strategis Perangkat 
Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat 
Daerah. 

Pasal 26 

(1) Pernantauan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan 
bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pirnpinan secara 
berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat 
Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/ Kepala 
Bidang (Pejabat Eselon III). sesuai dengan ruang 
lingkup dan kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan 
kepada Unit Kepatuhan. 

Paragraf 5 
Pemantauan 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk 
dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif 
dalam melakukan pengelolaan risiko. 
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Pedoman pengelolaan risiko sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 28 

(4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh 
UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan. 

(5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat 
berupa dokumen penilaian risiko / dokumen rencana 
tindak pengendalian. 

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan secara tahunan, disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah 
dan Unit Kepatuhan. 

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk 
tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR 
Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, sedangkan untuk 
tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat 
operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh 
UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) huruf b. 

(8) Laporan berkala kegiatan pembinaan oleh Komite 
Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c dilakukan secara tahunan, disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris 
Daerah. 

(9) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit 
Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dilakukan secara tahunan, disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris 
Daerah. 
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ASEP NURONI 

SERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG, 

Ji... P \I 8,\(11 \I\: 111 "l \I, 

ttd. 

Diundangkan di Subang 
padatanggal 29 April 2024 

IM RAN 

ttd. 

Ditetapkan di Subang 
pada tanggal 29 April 2024 

Pj. BUPATI SUBANG, 

pada tanggal berlaku Peraturan Bupati ini mulai 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Subang. 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku : 

1. Peraturan Bupati Subang Nomor 42 Tahun 2017 
tentang Penerapan Manajemen Risiko Sektor 
Pemerintahan (Serita Daerah Kabupaten Subang Tahun 
2017 Nomor 42). 

2. Peraturan Bupati Subang Nomor 85 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 
85). 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29 
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A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko 

Konteks pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Subang 

dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten 

Subang, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat 

kegiatan {operasional) Perangkat Daerah. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Bela.kang 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya dalam Pasal 2 ayat ( 1) 

menyata.kan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara 

yang efektif, efisien, transparan, dan a.kuntabel, Menteri/Pimpinan 

Lernbaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib mela.kukan 

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan Pedoman 

Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 

Penyusunan pedoman ini dima.ksudkan sebagai panduan dalam: 

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; dan 

2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Subang. 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 7 TAHUN 2024 
TANGGAL : 29 April 2024 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SUBANG. 



1. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan 
sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang 
tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilakukan oleh Bupati 
Subang bersama Wakil Bupati Subang, dibantu oleh Kepala 
Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) di bawah 
koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah 
Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra 
Perangkat Daerah. 

3. Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah 
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
operasional kegiatan u tama Perangkat Daerah yang tertuang dalam 
dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti : 
a. Dokurnen Perjanjian Kinerja; 
b. Renja Perangkat Daerah 
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat 
Daerah dilakukan masing-masing pimpinan Perangkat Daerah 
bersama jajarannya, sebagai UPR Tingkat Eselon II, UPR Tingkat 
Eselon III dan UPR Tingkat Eselon IV. 

B. Penetapan kriteria penilaian risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman 
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengenai kriteria 
penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, 
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 
dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan 
memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko 



Signifikan kerugian Stakeholder target tertunda < tun tu tan 
(1) negara secara langsung kinerja l hari hukum < 5 

Rp 10 Juta lisan/tertulis ke > 100 °o kali dalam 
organisasi satu periode I ' jumlahnya < 3 I dalam satu I periode ' 

Minor I JumJah Kebutuhan I Pencapaian I Pelayanan Jumlah 
(2) kerugian Stakeholder target tertunda tuntutan 

negara secara langsu ng kinerja di di atas 1 hukum di 
lebih dari lisan/tertulis ke atas 80°0 hari s.d. 5 atas 5 kali 
Rp 10 Juta organisasi s.d. 100°~ hari s.d. 15 kali 
s.d. Rp 50 jumlahnya lebih dalam satu 
Juta dari 3 dalam I periode 

I satu neriode 
Moderat I Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah 
(3) kerugian negatif di media target tertunda tun tu tan 

negara massa lokal kinerja di di atas 5 hukum di 
lebih dari atas 50°0 hari s.d. atas 15 kali 
Rp 50 Juta s.d. 80°0 15 hari s.d. 30 kali I s.d. Rp 100 dalam satu 
Juta I oeriode 

Jumlah Pelayanan Pencapaian Kebutuhan Jumlah Tidak 

Tun tu tan 
Hukum 

Gangguan 
I Terhadap 

I Layanan 
O anisasi 

I Penurunan 
Kinerja 

Penurunan 
Reputasi 

Area Dam 

Kerugian 
Negara 

Level 
Dampak 

Kriteria Dampak 

Pelanggaran 
biasa, tidak 
ada sanksi 

Ada pemberitaan 
negatif, namun 
tidak material 

Kerugian Hambatan 
tidak material. kegiatan 

tertangani, 
tujuan 
terca ai 

1 

biasa, sanksi 
teguran 

pembentaan kecil, terhambat, 
kurang kurang 
material efisien 

Sangat 
Kecil 

Besar sangat besar terhenti, luas di banyak serius, terkena 

I 
tujuan media sanksi pidana 
tidak tercaoai 

Besar I 4 Kerugian Kegiatan Negatif, tersebar di Pelanggaran 
besar sang at beberapa media serius, sanksi 

terhambat, nasional/lokal tertulis 
tidak efektif 

Se dang 3 Kerugian Kegiatan I Negatif, iersebar di Pelanggaran 
cukup terhambat, beberapa media biasa, 
besar kuranz efektif lokal sanksi tertulis 

Kecil 2 Kerugian Kegiatan Negatif, terdapat Pelanggaran 

Pelanggaran Negatif, tersebar · Kegiatan Kerugian 5 Sangat 

Hukum Keuangan 

I Operasional Dampak Risiko 
Skor• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.~~~~~-----< 

Kinerja Reputasi 
Kategori 
Dampak 

terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala 

Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Tingkat Risiko 

(Nilai Risiko), dan Penetapan Selera Risiko. 

1. Skala Dampak Risiko 



3. Skala Tingkat Risiko 

Matriks Analisis Tingkat Dampak 
Risiko 

1 2 3 4 5 
5x5 Sang at Kecil Se dang Besar Sangat 

Kecil Besar 

5 Hampir Pasti 9 15 8 
@ Te iadi 
c: 4 Sering 6 12 16 i c: Terjadi 
::::, 
E 3 Ka dang 4 10 14 
IL) 

Terjadi :..G 
.-J 
t,;l 2 Jarang 2 7 11 ..!( 
t.lO Terjadi c 

e= Hampir Tidak 1 3 5 
Terjadi 

Kategori Skor I Operasional Probabilitas Risiko 
Probabilitas Kejadian Tunggal Kejadian Berulang 

Hampir Pasti 
5 

Sangat sering, hampir pasti iDapat terjadi > 10 kali dalam 
[Ferjad! terjadi (probabilitas > 80°'0) I Tahun 
Sering Terjadi I 4 

1Sering terjadi [probabilitas > 60% Oapat terjadi >-7 s.d. 10 

1s.d. 
80°·0) 

1ctalam 
1 Tahun 

I I Kadang terjadi 
3 

IKemungk.inan terjadi [probabilitas'Dapat terjadi > 5 s.d. 7 
> 40% s.d. 60%) ,dalam 1 Tahun 

+--- - 
IJarang Terjadi Kemungkinan terjadi, meskipun Dapat terjadi > 2 s.d. 5 

2 kecil (probabilitas > 20~o s.d. dalam 1 Tahun 
40°ol 

Sangat Jarang 
1 

'Sangat jarang terjadi (probabilitasjDapat terjadi < 2 dalam 1 
Terjadi ,< 20~o) rrahun - 

Signifikan 
(4) 

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 

Pencapaian 
target 

Pemberitaan 
negatif di media 

negara massa nasional k.inerja di I di atas 15 hukum di 
lebih dari I atas 25°0 hari s.d. atas 30 kali 
Rp 100 s.d. 50°0 30 hari s.d. 50 kali 

I 

Jutas.d. Rp dalam satu 
500 Juta I I oeriode 

Sangat Jumlah Pemberitaan Pencapaian I Pelayan Jumlah 
Signifikan I kerugian negatif di media target tertunda tun tu tan 
(5) negara massa kinerja lebih dari hukum lebih 

lebih dari in temasional < 25°0 30 hari dari 50 kali 
Rp 500 dalam satu 

I Juta oeriode 

Pelayanan Jumlah 
tertunda tun tu tan 

Penurunan 
Reputasi 

Kerugian 
Negara 

Gangguan 
Terhadap Tun tu tan 
Layanan Hukum 

01 anisasi 

Penurunan 
Kinerja 

Level 
Dampak 

AreaDam ak 

Jumlah 
kerugian 



No 
Kategori 

Definisi 
Risiko 

1 Risiko Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target 
Pendapatan pendapatan daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan Asli 

daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah lainnya. 
2 Risiko ' Risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam penyerapan 

Belanja belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas 
penyerapan), atau tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. 
Belanja meliputi modal, barang, pegawai, transfer, hi bah, 
bantuan sosial dan lain-lain. 

3 Risiko J Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan 
Pembiavaan pernbiayaan, baik nominal maunun jadwal waktunya. 

4 Risiko Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi dalam 
Strategis I mengambil keputusan dalam memlilih strategi, 

ketidaktepatan atau tidak dilaksanakannya suatu keputusan 
strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan 
lingkungan organisasi berupa perubahan kondisi sosial, 
politik, dan ekonomi. 

5 Risiko Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja yang 
Fraud merugikan keuangan negara. Fraud melipu ti : penggelapan 

asset ( Barang Milik Negara atau kas dan setara kas], korupsi 
( suap-rnenyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta memanipulasi 
lanoran kineria dan keuanzan. 

6 Risiko Risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi 
Kepatuhan dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang- 

undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko 
Kepatuhan antara lain tirnbul karena kurangnya pemahaman 
a tau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun 
peraturan perundana-undanzan yang berlaku umurn. 

7 Risiko I Risiko yang disebabkan : 
Operasional - Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses 

internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. 
- Adan ya kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional organisasi 
- Adanva tuntutan hukum danri luar kepada organisasi 

8 Risiko Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat 
Reputasi kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang 

bersumber dari oersepsi negatif terhadap organisasi 

Kategori Risiko 

Biru 
6-11 
12- 15 
16-19 
20-25 

1 - 5 San at Rend ah (1) 

Besaran Risiko Tingkat Risiko 

Tingkat Risiko 



No. Kategori Risiko Besaran Risiko 
vane: Harus Dimitigasi 

1. Risiko Pendapatan 2: 10 
2. Risiko Belanja I 2: 10 
3. Risiko Pembiavaan I 2: 10 
4. Risiko Stratezis 2: 9 

SELERA RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG 

Matriks Analisis Tingkat Darnpak 
Risiko 

1 2 3 4 5 
SxS 

Tidak Minor Mode rat Signifikan 
Si nifikan -~ 

5 Hampir Pasti 9 15 18 -~ ..... 
Terjadi :§ e 

IV 
Sering Terjadi 'C c 4 6 12 16 eo ~ @ 00 c >. ::::, 

! Ka dang 0 
3 4 14 ~ 

Terjadi 10 'ii, ... ·c 
IV Jarang Terjadi as .:,/, 2 2 OI) 

~ e 7 11 
~ 

1 Hampir Tidak 1 3 5 

Terjadi 

Area penerimaan risiko 

Risikonya; dan 

c. Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 

digambarkan sebagai berikut: 

harus ditangani untuk menurunkan Tingkat tinggi 

sangat 

C. Penetapan Selera Risiko 

1. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni 

batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan 

dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada 

Kriteria Risiko. 

2. Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima 

dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko; 

b. Risiko dengan tingkat sedang hingga 
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Komite pengelolaan aftar Risiko dan 
risiko RTP Strategis 
Sekda selaku Perangkat Daerah 
Koordinator 
UPR. Es. ll (Kepala 
Perangkat 
Daerah/SKPD dan 
Kabag/ Kabid 
Perangkat Daerah) 

Proses penyusunan IJ>enyusunan Risiko - 
enstra Perangkat Strategis 
aerah erangkat Daerah - 

2. 

Tahapan Taha pan Output Tahap 
No Waktu Manajemen Pengelolaan Pelaksana Pengelolaan 

Pemda Risiko Risiko 
1. \Proses roses penyusunan - Arahan dan - Komite pengelolaan - Dokumen 

~nyusunan JMD kebijakan Risiko Arahan dan 
JMD pen.ilaian risiko - Sekda selaku kebijakan 

(Satu tahun 5 tahunan Koordinator pen.ilaian risi.k 
'sebelum Penyusunan 1- UPR Pemda (Kepala 5 tahunan 
RPJMD 5 Risiko Strategjs Daerah dan Kepala - Daftar Risiko 

~=s.d. 
Pemda Perangkat dan RTP 

- Daerah/SKPD) Strategjs 
JMD Pemda 

III. W AKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO 

No. Kategori Risiko Besaran Risiko 
yang Harus Dimitigasi 

5. Risiko Fraud ~4 
6. Risiko Kepatuhan I ~9 
7. Risiko Operasional I ~ 15 
8. Risiko Reputasi ~ 15 



Tahapan Tahapan Output Tahapan 
No Waktu Manajemen Pengelolaan Pelaksana Pengelolaan 

Pemda Risiko Risiko 
Berkala IPelaporan dan - UPR Tingkat - Form 
(Triwulanan) 1monitoring risiko Pemda, Tingkat Monitoring 

dan KSOP Eselon IT, Tingkat Risiko 
Pemantauan Eselon ill dan lV - Form 
lkinerja, risiko, dan - Unit Kepatuhan Monitoring TL 
efektifitas KSOP - Sekda selaku RTP 
~ang dibangun koordinator - Notulen rapat 

- Unit Kepatuhan - Laporan 

I 
Pengelolaan Risiko pemantauan 

(triwulanan, 
tahunan, 5 
tahunan) 

Juni-Juli Penyusunan KUA 'Reviu dan - UPR Pemda (Kepala Daftar Risiko dan 
Tahun 20XX PPAS pemutakhiran Dacrah dan Kepala IRTP Strategis 

(Penetapan sasaran 1Risiko Strategis Perangkat Daerah Pemdayang 
makro dan pagu Pemda, - Sekda selaku ktimutakhlrkan 
anggaran Pemda) Koordinator 

'Catatan: 
~isiko stratcgis 
Pemda akan 
direviu dan 
dimutakhirkan 
fCtiap Tahun 

~gustus- Penyusunan RKA IReviu dan - Kepala Daerah Daftar Risiko 
September Perangkat Daerah ~emutakhiran - Sekda selaku dan RTP 
rioxx (Penetapan rencana Risiko Strategis Koordinator Strategis 

sasaran dan pagu Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Perangkat 
anggaran per Catatan: Risiko Tingkat Es. 11 Daerah 
kegiatan) strategis (Kepala Perangkat 

Perangkat Daerah Daerah/SKPD dan 
'akan direviu dan Kabag/ Kabid 
dimutakhirkan Perangkat Daerah) 
setiap tahun 

I 
8. Uanuari - Pelaporan Keuangj Pelaporan - Kepala Daerab Laporan 

iFebruari Tahun Reviu APIP Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Pengelolaan 
~OXX+l Tahun 20.XX Dae rah IRisiko Tabun 

- UPRTingkat 12oxx 
Pemda, Tingkat 
Eselon lJ, Tingkat 
Eselon lll dan lV 

- Unit Kepatuhan 
- Sekda selaku 

koordinator 
9. Februari - Evaluasi - Inspektorat (APIP Laporan Evaluasi 

MaretTahun · pengelolaan risiko Daerah] Pengelolaan 
~OXX+l oleh APIP Risiko 

Penilaian Maturitas - Kepala Daerah Laporan 
SPIP - Kepala Perangkat Penilaian 

Daerab Maturitas SPIP 

I - lnspektorat 

I (APIP)Daerah 



Struktur pengelolaan risiko terdiri atas : 
1. Penanggung jawab; 
2. Koordinator penyelenggaraan; 
3. Unit pemilik risiko; 
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda; 
5. Unit kepatuhan; dan 
6. Penanggungjawab pengawasan. 
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Struktur Pengelolaan Risiko 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 
Struktur pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang adalah sebagai berikut: 

IV. PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SUBANG 



Diadaptasi dari AS/ NZS: 2004 
Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai 
berikut: 
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian : 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian rnelalui 

reviu dokumen (form 1. b); 
c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environment Evaluation (CEE) (Form I .a); 
d. Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern; dan 
e. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/ 

pilihan 

Contoh format identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 
dapat dilihat pada form La, form l.b dan form I.e. 

2. Penilaian Risiko 
a. Penetapan Konteks/Tujuan 

1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan 
wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko {form 2.a). 

2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan : 
a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan 

risiko 
b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima 

Contoh format Penetapan Konteks/Tujuan dapat dilihat pada 
Form 2.a, 2.b, dan 2.c 

Kegiatan Pengendalian (3) 

,--····-··-··- -· -- - -------- ------··-· 
, Penllalan Rlsllco ) ! 
: Penetapan Konteks/Tujuan f--- ~ 

i n, --·-t- ldentifikasi Risiko +--- j 
I • E 

i Q) 

----~ ---·---·----~:.a_l~si~-~-'.~~~~- -··- ·+-. a. 

ldent1f1ka$l Kelemahan Longkungan ---· 
Pengendalian Intern ( 1) 

B. Proses Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen 

dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Subang dengan tahapan sebagai berikut: 



Conteh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada 

dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan 

Pengendalian dapat dilihat pada Form 7. 

3. Kegiatan Pengendalian 
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut 

dari RTP; dan 

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

b. Identifikasi Risiko 

Contoh format Identifikasi Risiko, Kode Risiko, Identifikasi Risiko 
Strategis PD dan Identifikasi Risiko Operasional dapat dilihat pada 
Form 3.a, 3.b, 3.c. dan 3.d 

c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko; Conteh 

format Hasil Analisis Risiko dapat dilihat pada Form 4 

2) Memvalidasi risiko dengan menyusun risiko prioritas; 

Conteh format Daftar Risiko Prioritas dapat dilihat pada Form 

5 

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan 

Conteh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada 

dan Masih dibutuhkan dapat dilihat pada Form 6. 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) : 

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan 

lingkungan pengendalian; 

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan 

dalam rangka mengatasi risiko; 

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian; 

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; 

dan 
e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan 

RTP 



Contoh format pencatatan kejadian risiko dan pelaksanaan RTP 
dapat dilihat pada Form 10. 

4. Informasi dan Komunikasi 
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak 
terkait antara lain dalam bentuk : 
a. Surat Edaran dari pimpinan kepada unit kerja atas 

pemberlakuan kebijakan; 
b. Kebijakan diupload dalam situs resmi pernerintah daearah yang 

dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan 
c. Sosialisasij\,·orkshop/diseminasi yang dibuktikan rnisalnya 

dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, 
foto pelaksanaan. 

Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi 
pengkomunikasian dilakukan oleh : 
a. Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengkomunikasian 

terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah; dan 
b. Unit pemilik risiko tingkat Eselon II untuk pengkomunikasian 

terkait RTP atas risiko strategis Perangkat Daerah dan risiko 
operasional Perangkat Daerah (Form 8) 

5. Pemantauan 
Pemantauan dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari 
Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Bidang 
sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan 
pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati 
dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan yang bertanggungjawab 
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. 
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan 
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, yang 
meliputi: 
a. Pemantauan atas implementasi pengendalian dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang 
telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 
Contoh format Rencana dan Realisasi atas pengkomunikasian 
Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan dapat dilihat pada 
Form 9; dan 

b. Pemantauan kejadian risiko dengan tujuan untuk mengetahui 
tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah 
dilaksanakan. 
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B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleb unit pemilik risiko. 
Contoh Laporan Tahunan Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada Form 
12 

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit 
kepatuhan internal 
Contob Laporan Tahunan Pemantauan Pengelolaan risiko Pemerintah 
Daerah oleh Unit Kepatuhan Risiko dapat dilihat pada Form 13 

D. Pelaporan berkala Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite 
Pengelolaan Risiko 
Contoh Laporan Tahunan Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite 
Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada Form 14. 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah 
Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa: 
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko 

Contoh Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dapat dilihat pada Form 

11 

V. PELAPORAN 



*) Klasifikasi pennasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian 
dalam PP 60 Tahun 2008. Keterangan : 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan sumber data 
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada 

kelernahan, atau 
Kolom d Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada 

lingkungan pengendalian 

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
Tahun Penilaian : 2018 
N< Sumber data Uraian Kelemahan Klasiflkasi 

n B c D 
l Media massa - Banyak terjacli pencopotan/rnutas: Penegakan integritas dan nilai 

pejabat daerah karena tersangkut kasus etika 
hukum 

- Pegawai belum clitempatkan sesuai Komitmen terhadap 
dengan kompetensi dan Pengalaman kompetensi 

2 LHP BPK No. - Pemerintah Kabupaten Su bang belum Penyusunan dan penerapan 
xxx memiliki strategi dalam pemenuhan dan kebiajakan yang sehat tentang 
tanggalXXX pendistribusian SOM kesehatan di pembinaan SDM 
tentang Hasil Puskesmas 
Pemeriksaan - Kualifikasi dan kompetensi dokter serta Komitmen terhadap 
BPK atas tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten kompetensi 
Efektifitas Su bang belum memenuhi kebutuhan 
Pengelolaan akan kompetensi yang seharusnya 
Sumber Daya dimiliki 
Kesehatan JKN - Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Penyusunan dan penerapan 

Kabupaten Subang belum memperhatikan kebiajkan yang sehat tentang 
tingkat kebutuhan dalam pemberian pembinaan SDM 
peiavanan Kesehatan 

3 SK Inspektur No. Inspektorat Daerah Kabupaten Su bang Peran APIP yang efektif 
XXX tanggal XXX belum melakukan audit kinerja atas 
tentang PKPT penyelenggaraan urusan kesehatan dalam 
lnspektorat tingkat stratezis 

-! LHP BPK No. -Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Kepemimpinan yang kondusif 
xxx Su bang belum optimal dan terdapat 
tanggalXXX regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
ten tang Hasil Su bang tidak berjalan sebagaimana 
Pemeriksaan atas mestinya yaitu ketentuan mengenai 
Kinerja praktek dokter 
Penyelenggaraan 
JKN 

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan 
Llngkungan Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Subang 

Form 1.a 



JAWABAN RESPONDEN lR\ SIMPUIAN 
NO PERTANYAAN jKUESIONER R1 R R3 R4 RS R6 Mod KUOSIONER 

2 us CEE 
A B c u 

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NIIAI ETIKA ME MA DAI 
Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari 2 4 3 3 3 2 3 

1 pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll) Memadai 

Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, 3 3 3 3 3 3 3 
2 dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh Memadai 

pegawai 
rfelah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan 2 4 3 3 3 3 3 

3 masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik Memadai 

4 Pelanggaran aturan periJaku/kode etik tel ah 3 4 2 3 3 2 3 Memadai 
Ditindaklaniuti 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI 

1 
lstandar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah 3 4 2 3 2 3 3 Memadai 
Ditentukan 

2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan 2 4 3 3 3 3 3 Memadai 

Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi 2 3 2 3 3 3 3 Memadai 3 pegawai 
Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun 3 3 3 3 2 3 3 

-1 pelatihan terintegrasi secara berkala. Memadai 

c KEPEfvffi\,fPINAN YANG KONDUSIF KURANG 
MEMADAI 

Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan 2 3 2 2 2 3 2 Ku.rang 
1 kejelasan arah pengelolaan risiko Memadai 

2 
Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 
oenzendalian dalam oelaksanaan tugas dan oen11:ambilan 
Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota orgarusasi 2 3 3 3 3 2 3 

3 untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka Memadai 
menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 

4 Caya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk memngkatkan kinerja 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi 3 3 3 4 3 3 3 Memadai Pemda 
Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 6 dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasioanl Perangkat Daerah 

Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan mformasi 2 2 3 3 2 3 2 Kurang 7 mengenai risiko Memadai 

8 
Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat 2 3 3 3 2 3 3 Memadai 
Dan 

D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ME!\.tADAI 
Setiap urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja 3 3 3 4 4 3 3 Memadai ] yang tepat 

Tahun Penilaian : 

CONTOH 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN 
PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATIOAN 

(CEE) 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 

Form. 1.b 



JAWABAN RESPONDEN <Rl SIMPULAN NO PERTANYAAN /l(UESIONER R1 R R3 R4 R5 R6 Mod 1'.'UOSIONER 
2 us CEE 

A 8 L D 
Masmg-masmg pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan 2 3 3 4 4 3 3 

2 mernaharru peran dan tanggung jawab rnasmg-masmg dalam pengelolaan Memadai 
nsiko 
Pegawai yang berrugas dt Perangkat Daerah merupakan pegawai 2 3 3 4 4 3 3 

3 tetapdan bukan pegawai yang bersifat adlux (sementara) Memadai 

4 Adanva transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan 3 " 3 3 4 3 3 tl1emadc:1i 
tanggung [awab masmg-masmg dalam pengelolaan risiko 

I· PEND[LFGASLAN WI:"WEN.\NG DA,~ TA!',;GGUNG J,\\.\'.\B YANG T~PAI MEl\l.-\DAI 

I Kritena pendelegasian wewenang telah ditenrukan dengan Tepat 3 4 3 4 3 2 3 Memadat 

:! Pendelegasian wewenang dan tanggung raw ab dilaksanakan secara tepat 3 ~ 3 4 3 3 3 l\lemadai 
3 Kewenanzan direviu secara oenodic 2 3 3 3 3 2 3 l\1emada1 
F PFN"IUSUNAN DAN PENERAPAN ~FBIJ.\10'\N YANG SFHAT rFNTANC PEMBIN.\AN KURA NG 

SUMBER DA YA \.l..\NUSIA MEMADAJ 
Pernda telah mernilik! Kebijakan dan prosedur pengelolaan SD:VI) ang 2 3 2 3 3 3 3 

1 lengkap (sejak rekrutrnen sampai Memadai 
dengan pernberhentian pegawai) 

:? Rekrurtmen, retensi, mutasi, maupun promos, pernilihan SD\1 tel ah 2 3 2 3 3 2 3 l\lemada1 
dilakukan dengan bark 

3 Insennf pegc1wa1 telah sesuat dengan tc:1nggung jawab dan Ktnef)a 3 4 3 1 4 3 3 l\lemadd1 

4 Pernda telah menginternahsasi budaya sadar risiko 2 3 2 2 3 2 2 ~Ul'd":G Memac a1 
Adanya pembenan m.mrd dan/ atau punishment atas pengelolaan nsiko 2 3 2 2 4 3 2 

5 (Misalnva memperumbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko Ku rang 
dalam pemlaian kmerja) l\lemad,11 

Terdapar evaluasi kinerja pegawar, dan telah dipemrnbangkan dalam 2 3 2 2 3 3 2 Kurang 0 perhitungen penghesilan ~1emada1 

7 lnstanst telah mengalokasikdn anggaran yang mernadai untuk 2 3 2 1 3 2 2 Kurang 
pengernbangan SOM Memadai 

G Pl RWUJUDAN PF RAN A PARA I' Pl:NGAWASAN l~Tf-RN Pl:l\lf:RINTAH YANG EA;Knr: l\ffl\tADAI 
lnspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ 3 3 3 4 3 3 3 

1 ~fektiv1tas pelaksanaen senap urusan/programSecara periodic Memadai 

:? lnspektorat Daerah melakukan reviu alas kepatuhan hukum dan aturan 3 3 3 3 3 3 3 l\.lemadd1 
lamnya 

3 lnspektorat Daerah memberikan layanan fas1htas1 penerapan pengelolaan 2 2 3 3 3 3 3 Memadat 
nsiko dan penyelenggaraan SPIP 

.j APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko. 3 3 3 3 3 3 3 Mernadai 

5 Temuan dan seran/rekomendasi pengawasan APIP telah Ditindaklanjuti 3 3 3 3 3 3 3 l\ 1emada I 

II HUBUN(,AN KFRJ.\ YANG BAIK DENGA!',; INSTANSI PEI\IERINl AH TERKAll M[I\IAOAI 

I Hubungan kerja yang baik dengan instansi/orgarusasi lain yang memiliki 3 3 3 3 3 3 3 l\.lemada1 kererkaitan operasional telah terbangun 
Hubungan kerja yang baik dengan mstansi yang terkdit 3 3 3 4 3 3 3 

2 atas Iungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah Mernadai 
terbangun 



Kesimpulan tiap pertanyaan 

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan 
"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian : 

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur 
tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat 
simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai" q 

Kolorn d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian 
tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan 
pengendalian Misal : 

1 Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun 
2 Kurang Setuju/Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi 

belum konsisten 
3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi 

masih bisa ditingkatkan 
4 Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan 

baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain 

Keterangan : 
Kolom c diisi dengan jawaban responden 
Ket Jawaban : 



f 

No Sub unsur Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi SimpuJan Penjelasan Hasil Uraian Hasil Uraian 
A B c D E F G H 
1 Penegakan Ku rang Banyak terjadi IMemadai Kurang Banyak terjadi 

integritas Memadai pencopotan/muta Memadai pencopotan /mu ta 
dan nilai si pejabat daerah si pejabat daerah 
etika karena tersangku t karena tersangku t 

kasushukum kasus hukurn 
2 Komitmen Ku rang Pegawai belum IMemadai Kurang Pegawai belum 

terhadap Memadai ditempatkan Memadai ditempatkan 
kompetensi sesuai dengan sesuai dengan 

kompetensi dan kompetensi dan 
pen gala.man pengalaman 
kualifi.kasi dan Kualifikasi dan 
kompetensi kompetensi 
Dokter serta Dokter serta 
tenaga kesehatan tenaga kesehatan 
di RSUD di RSUD 
Kabupaten Kabupaten 
Subang belum Subang belum 
memenuhi memenuhi 
kebutuhan akan kebutuhan akan 
pemberian pemberian 
pelayanan pelayanan 
kesehatan di Era kesehatan di Era 
JKN JKN 

3 Kepemimpin Ku rang Pelayanan pasien Ku rang Pimpinan Kurang .Pimpinan belum 
an yang Memadai BPJS di Kabupaten Memadai belum Memadai menetapkan 
kondusif Subang belum menetapkan kebijakan 

optimal dan kebijakan pengelolaan risiko 
terdapat regulasi pengelolaan yang memberikan 
Dinas Kesehatan risiko yang kejelasan arah 
Kabupaten Subang memberikan pengelolaan risiko 
tidak berjalan kejelasan Rencana strategis 
sebagaimana arah dan rencana kerja 
mestinya yaitu pengelolaan pemda belum 
ketentuan risiko menyajikan 
mengenai praktek .Rencana informasi 
Dokter Puskesmas strategis mengenai risiko 
belum sepenuhnya dan Pelayanan pasien 
menyediakan rencana BPJS di 
seluruh kebutuhan kerja Kabupaten 
farmasi untuk pemda Subang belum 
mendukung belum optimal dan 
pelayanan menyajikan terdapat regulasi 
kesehatan secara informasi Dinas Kesehatan 
memadai mengenai Kabupaten 

risiko Su bang tidak 
berjalan 
sebagaimana 
mestinya yaitu 
ketentuan 
mengenai 
praktek Dokter 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat 
: Tahun 2018 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern 
Pemerintah Daerah Su bang 

Form Le 



-1- Struktur - - Memadai - Memadai - 
organisasi 
sesuai 
kebutuhan 

5 Pendelega - - Memadai - Memadai - 
sian wewe 
nang dan 
tanggung 
jawab yang 
tepat 

6 Penyusunan Ku rang Pemerintah Ku rang - Pemda Ku rang - Pemda belum 
dan Mernadai Kabupaten Subang Memadai belum Memadai menginternalisasi 
penerapan belum memiliki menginterna budaya sadar 
kebijakan strategi dalarn lisasi risiko 
yang Sehat pemenuhan dan budaya - Belum terdapat 
ten tang pendistribusian sadar risiko pemberian 
pembinaan SOM kesehatan di - Belum reward dan/atau 
SDM Puskesmas terdapat punishment atas 

Pemenuhan tenaga pemberian pengelolaan risiko 
kesehatan di reward (MisaJnya memper 
RSUD Kabupaten dan/atau timbangkan 
Subang belum punishment pertanggu ngjawa 
memperhatikan atas ban pengelolaan 
tingkat kebutuhan pengelolaan risiko dala.m 
daJam pemberian risiko penilaian kinerja) 
pelayanan (MisaJnya - EvaJuasi kinerja 
kesehatan mernpertim pegawai belum 

bangkan diperlimbangkan 
pertanggung daJam 
jawaban perhilungan 
pengelolaan penghasilan 
risiko daJam - anggaran 
penilaian pengembangan 
kinerja) SDM belum 

- EvaJuasi mernadai 
kinerja Pemerintah 
pegawai Kabupaten 
bclum Su bang bclum 
dipertimban memiliki stratcgi 
g kan daJam daJam 
perhitungan pemenuhan dan 
penghasilan pendistribusian 

- anggaran SOM kesehatan 
pengembang di Puskesmas 
an SOM Pemenuhan 
belum tenaga kesehatan 
mernadai di RSUD 

Kabupaten 
Subang belurn 
memperhatikan 
tingkat 
kebutuhan daJam 
pemberian 
pelayanan 
kesehatan 

7 Perwuju dan Ku rang Inspektorat Memadai Kurang Inspektorat Daerah 
peran APIP Memadai Daerah belum Memadai belum melakukan 
yang efektif melakukan audit audit kinerja atas 

kinerja atas penyelenggaraan 
penyelenggaraan urusan kesehatan 
urusan kesehatan dalam tingkat 
dalam tingkat strategis 
Stratezis 



diisi dengan nomor urut 
diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian 
diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen 
diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan 
dokumen 
diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 
diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei 
persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi 
bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan 
professional judgement untuk menyimpulkannya 
diisi dengan uraian kelemahan Kolom h 

Ko lorn a 
Kol om b 
Kol om c 
Ko lorn d 

Kol om f 
Kol om g 

Keterangan : 

8 Hubungan - - Memadai Memadai 
kerjayang 
baik dengan 
lnstansi 
Pemerintah 
terkait 



SumberData : RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2023 
Visi : Kabupaten Subana vang Bahazia dan Religius, APBD untuk Rakyat 

1.Mewujud.kan Tata KeJola Pemerintahan Yang Baile 
Misi Strategis RPJMD 2.Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 

3.Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sebat, dan Berakhlak Mulia 
4.Membangk.itkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaba vang Kondusif 

Penetapan konteks Misi Risiko 3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia 
Strategis Pemda 

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakan hunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 

Tujuan Strategis RPJMD Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana 
Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses clan kualitas pendidi.kan 
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejabteraan sosiaJ 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkatnya Jaju pertumbuhan ekonomi 
Tuiuan 4.2 Meninzkatrrca oemerataan ekonomi 

Penetapan Konteks Tujuan Risiko Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
StrategisPemda 
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
Strategis Pemda 
Nama Dinas Terkait Dinas Kesehatan 

RSUD Kabupaten Subang 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KBJ 
Dinas Pekerjaan Umum clan Penataan Ruang 

Sasaran RPJMD Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keseJamatan ibu anak 
Sasaran 3.2.2 Meningkamya kualitas kesehatan masyarakat 
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya periJaku hidup sebat 
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi olab raga di Kabupaten Subang 
Sasaran 3.2.5 Meningkamya peran serta Pemuda dalam pembangunan 
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi 

Usia Harapan Hidup adalab ditentukanjumlah kematian bayi, jika 
IKU Sasaran RPJMD angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan hidup rendah. 
Penetapan konteks !KU Risiko Usia Harapan Hid up adalah ditenrukan jumlah kematian bayi, jika 
Strategis Pemda anzka kematian bayi besar, maka usia anzka haraoan rendah. 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

Prioritas pembangunan dan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 
program unggulan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Urusan Pemerintaban Daerab Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

: Pemerintah Daerah Kabuparen Su bang Provinsi .Jawa Barat 
: 2023 
: Periode RPJ~ID Tahun 2019-2023 

NamaPemda 
Tahun Penilaian 
Periode yang din.ilai 

CONTOH 
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS 

DJ UNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG 

Form 2.a 



Kabupaten Su bang, ... September 20.XX 
Bupati Su bang, 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat keseharan masyarakat 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
11'."U Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematiar 
bayi. jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapar. 
rendah 
Program Peninzkatan Keselamatan !bu Melahirkan dan Anak 
Dst 

Tujuan, Sasaran, Il{U dan Program 
yang akan dilaku kan penilaian risiko 



Sumber Data Rancangan Awai Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Subang 
Tujuan Strategis Meningkackan derajat kesehatan masyarakat 
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dan Reproduksi 

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 

iKU Renstra IIKU 2023 
Perangkat Daerah Angka Kematian lbu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran 57 

Hidup ~- Angka Kematian Savi (AKB) Per 1000 Kelahiran Jlidup 3,2 
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kefahiran Hidup 3,6 
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 

100 mcmiliki Kornpetensi Kebidanan - Cakupan Pelayanan Keseharan Bayi Belum ada 

IKU Lansia Belurn ada 
!KU Gizi Bclurn ada 

,..._ 
IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada 

~ram Program oerun2katan keselamatan i6u melahirkan dan anak 
Tujuan, Sasaran, Tujuan Strategis: 
IKU dan Program Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
yang akan 
dilakukan Sasaran Strategis : 
pcnilaian risiko Meningkat..nya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 

!KU Strategis : 
• Angka Kematian !bu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 
• Angka Kematian Bayi {t\KB) Per 1000 Kelahiran Hidup 

Program: 
Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak 

Ost 
- - - I Kabupaten Subang, September 20xx 

Kepala Dinas Kesehatan 

I • ........................... I 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Su bang Provinsi Jawa Barat 
: 2023 
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
: Urusan \\ajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
: Dinas Kesehatan 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Urusan Pemerintahan 
Pcrangkat Daerah yang Dinilai 

CONTOH 
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Form 2.b 



Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 
Tujuan Strategis Merungkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Kesehatan (Renja 3. Program Perungkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
20 l 9)dan Kegiatan 4. Program Pemngkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
Utama 5. Program Peningkatan Keselamatan Jbu melahirkan dan anak 

1. Jamman Persalinan (UA1'. NON FISil..'.I 7.455 ibu ham.ii 
2. Pertemuao ANC Terpadu 30 orang peserta 

Keluaran/ Hasil 3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil risiko cinggi dalam 
Kegiatan penggunaan Buku KIA dan Pase a salin dengan pelayanan 50 orang peserta 

darah pada sekror ekstemal 
4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Pedul 20 orang peserta Remaja 
5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 Kl 20 orang peserta 

Program, Kegiatan, 
Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan :\oak 
Kegiatan Jaminan Persalinan (OAK NON FISIK) 

dan Keluarao/ Hasil Keluaran/ Hasil Kegiatan : 
Kegiatan yang akan 1. Terbayarkannya Jaminan 
dilakukan penilaian 2. Terlaksananya Kegiatan 
risiko 

Kabupaten ~'YZ, ...... September 2018 
Kepala Oinas Kesehatan 

........................... 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat 
: 2018 
: Periode RPJMD Tahun 2019-2023 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
: Dinas Kesehatan 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 
Periode yang clinilai 
Urusan Pemerintahan 
PD yang Dinilai 

CONTOH 
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH 

Form 2.c 



Rislko ~bilb Damnak 
T uj uill\l'Sa.s.uan lndJkator Kede I Pihak 

No Stn.tegis/Program I<inerja Urillan 
Rislko Pmulilc Urill.ui Sumber C/UC Urawt yang 

Terkena 
A fl c D f. ,.. G H I I K 

Tujuan Strategis 
Pemda 1: 
Meningkatkan 
derajat 

I I kesehatan • 
I 

masvarakat lu. I I I I Sasaran 3.2.2 I Sia Penerapan IRSP.l Ke pal.a Belum Internal c 1. Angka kejadian Kepala 
Merungkatnya IHarapan Perilaku 9.01.01. Daerah tersedianva Penyakit Tidak Daerah, 
kualitas Hidup Hidup Bersih 01 Sanitasi Total Menular (PTM) Masyara 
kesehatan Sehat (PHBS) Berbasis tinggi kat, 
masvarakat rend ah Masyarakat 2. Angka kejadian Pe rang 

(STBM) (tidak Penyakit Menular kat 
tennasuk tinggi Daer ah 
prioritas 3. Angka stw1ting terkait 
anggaran) tinggi 

~ 
Pelayanan RSP.l Kepala 1. Saran a Internal I c AK tinggi Ke pal a 
kesehatan 9.01.0l. Daer ah prasarana AKB tinggi Daerah, 
belum 02 belurn Akaba Masyara 
memenuhi memadai I I Peningkatan kasus gizi kat, 
SPM Bidang (Puskesmas buruk Pe rang 
Kesehatan PONED tidak Kasus HIV meningkat kat 

tersedia,) Kasus TB meningkat Daerah 
2. Jumlah Angka kejadian terkait 

tenaga 
I Penyakit Tidak 

kesehat an Menular (PTM) tinggi 
belum I Angka kejadian 
memadai Penyakit Menular 
rrenaga tinggi 
laboratoriurn, Angka stunting tinggi 
dokter, tenaga I 

'-- 1-- ---· kesehatanl - Program Kurangnya RSP.l Kepala Kurangnya I Internal I c I Bayi lahir di bawah Masyara 
Peningkatan ibu ham.ii 9.01.01. Daerah jumlah posyandu berat normal kat 
Keselamatan !bu bergizi j03 I untuk ibu hamil 
Melahirkan dan rendah yang I 
Anak tidak I I 

diperiksaoleh I 
loosvandu 

1rbu 
hamil IRSP.l Kepala I Kurangnya Internal c Meningkatn ya Masyar a 

melahirkan 9.01.01. Daerahl aksesbilitas kematian ibu dan bayi kat 
;tidak di 04 terhadap fasilitas saat melahirkan 
Iasilitas kesehatan yang 

lkesehatan sudah ada 

: Pornonntah D,wr.th Kabupaten Sut..mr, Provinsi ~l\\a &mil 
: Dm<1, K(",('h,1t<1n 
: 2018 
: Penode RPJMD (Thun 2019-2021) 
: Urusan W.tj1h P<'l.i\·,man Dasar 81d.inr, K<"><•h.ttan 

N,1111<1 Pl•mt!d 
N,lm.t P,,r.in1\ls.1l Daerah 
Tahun P1•ntlc11t1n 
P<'raodc• v.inr, dirulai 
Uru-an P1•nwnnt,1han 

CONTOH KERTAS KERJA 
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG 

Form 3.a 



k p mas et anan angan ecama an amanu an >--- 
Dinas Lingkungan Hid up 42 Kecamatan Legonkulon _ 

~- 2 Dinas Kependudukan dan Catalan Sipif 43 Kecamatan Cipunazara 
13 ,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44 

1Kecarnatan ComQren~ 
14 jDinas Pengendalian Periduduk, KB.I 45 Kecamatan Pusakanagara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. 

1t\nak I 
15 Dinas Perhubungan 46 Kecamatan Ciasem 16- Dinas Komunikasi dan lnformatika I 47 ~ecamatan Blanakan 
17 Din as Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan 48 Kecamatan Patokbeusi 

Perindustrian I 
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan I 49 Kecamatan Pabuaran 

rre!:Eadu Satu Pintu 
T9 Dinas Perpustakaan dan kearsipan 50 Kecamatan Cipeundeuy 
20 Dinas Perikanan 51 Kecamatan Purwadadi 
21 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 52 Kecamatan Kaliiati - 

53 22 Dinas Pertanian Kecarnatan Cikaum 
23 Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan 54 Kecamatan Serangpanjang 
24 Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 55 Kecamatan Sukasari dan Penaembanaan Daerah 
25 Sadan Keuangan dan Aset Daerah 56 Kecamatan Tambakdahan 
26 Sadan Pendapatan Daerah 57 Kecamatan Kasomalang 

127 Badan Kepegawaian dan Pengernbangan Sumbel 58 Kecamatan Dawuan Dava Manusia 
28 Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik 59 Kecamatan Pazaden Barat 
29 Sekretariat Daerah I 60 Kecamatan Ciater 
30 Sekretariat DPRD I 61 .Kecamatan Pusakaiava 
31 lnspektorat Daerah ' 

'o7 
08 Din 
09 inas Tenaga Kerja, Transrnigrasi dan Energi 40 'Kecamatan Binong 

Sum~r Daya Mineral ----------+---:- _ 1-1"""0,-+.o:::-,·"-'- K ah P 41 K 

- -- -- mda 32 ~ecamatan Subang 
as Pendidikan dan Kebudayaan 33 .Kecamatan Cibog_o 

nas Kesehatan 34 Kecamatan Ciiam)?e 
as Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 35 Kecamatan -!alanca11ak 
as Perumahan Rakyal. Kawasan 36 Kecamatan Sagalaherang rmukiman dan Pertanahan I 

nas Saruan Polisi Pamong Pra}a dan1 37 Kecamatan Cisalak madam Kebakaran I - dan Penanggulangan Bencana Daerah ! 38 Kecamatan 'l'9.!1iun2:siang 
as Sosial 39 Kecamatan fagaden 

ro2 10:i 
1oJ Di 
'04 Din 
05 

vt1ng menilai terdm dari 2 angka sebagai berikut : 

Tmgka] Risiko, terdtri dari 3 huruf sebagai benkut : 
RSP Strategis Pernda 
RSO Strategis Perangkat Daerah 
ROO Operasional Perangkat Daerah 

Tahun 
Perangkat Nomorurut Pelaksanaan Jen is Daerah di Perangkat Kode Tingkat Ris1ko Pemlai.m Risiko yangMenila1 Daerah Ris1ko 

RSP 19 01 01 01 RSP.19.01.01.01 ·~J 19 02 05 01 RS0.19.02.05.01 Ruu 19 03 25 01 R00.19.03.25.01 

CONTOH KODE RISIKO 

Form 3.b 



f/ 

Tujuan/ Sasaran Risiko I Scbab I Dampak 
No lndlkator Kinerja I C/UC Pibakyang Strategls Uraian Kodc Risiko Pemilik Ucaian Sumber Uraian Tcrkena 
a b c d e r I q h I I k 

I Tujuan : I Meningkatkan derajat 
kesehaten 
masvarakal 
Sasaran Stratcgis I. Angka Pcnggunaan RS0.19.02.03. Kcpala Dinas Kurangnya Internal c lbu hamil Dinkes 
Dinas Kcschatan : Kernatian !bu layanan 01 Kesehatan sosialisasi tldak RSUO 
Menlngkatnya Melahirkan Per kesehatan 

I 
kcschatan limas mengetahuJ Masyurakat 

Keselamatan lbu, 100.000 rend ah program, lintas prosedur 
Bayi, Anek dan Kelahiran (Pcrsalinan sector (Posvandu, pelayenan 
Reproduksi Hidup tidak dilalrukan RT/RW, Lurah, dan tanda- 

pada feskes. Kecamatan, tanda bahaye 
kunjungan ibu Perangkat Deerah 
bamil tidak tcrkait) rcodah 
rerarun 

2. Angka Kualitas RS0.19.02.03. Kcpala Oinas Kompteni tenega Internal c Kepuasan Dlnkcs 
Kematian Bay! pelayenan APN 02 Kesehatan kesehatan tentang masyarakat RSUO 
(AKBJ Per 1000 tidak scsuai 

I 
APN (bidan. dokterj rcndah Masyarakat 

Kelahiran SPM Kesehatan rendah (tentang Kualitas dan 
Hid up I SDIDTK MTBS, nco efektivitas 

natal esensiaf I pelayanan 
I n:ndah 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat 
: Dinas Kesehatan 
: 2019 
: Periode Renstra (Tahun 2019-2023) 
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

CONTOH KERTAS KERJA 
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Form 3.c 

Nama Pemda 
Nama Perangkat Daerah 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 



f 
I 

Kepala Dinas 
Kesehatan 

Internal RSO. IQ.02.03. 
07 

Kurangnya 
kualitas tenaga 
kesehatan ; ang 
nrofcsional _ 
lbu bamil 
melahirkan 
tidak di fasilitas 
kesehatan 
_l_Puskcsrna.._s.,__1__,_ _ 

RS0.19.0.2.03. 
06 

c Krpala Oinas 
Kesehatan 

Pelavanan dlMasyarakiu 
fasilitas 
kesehatan 
tidal< optimal _ 
Mcningkatny Mas_varakat 
a kematian I rbu dan bayi 

I saat 
_ ..__!nelalurkan 

~maJ + 

R.<;()~19.02.03 
05 

Kepala o;mis*" Kurangnva 
Kesehatan kuanutas SDM dt 

I Puskc'smas unruk 
mcnangani 
~rsalinan _ 
Kurangnya kualitas 
SDM di Puskesmas 
untuk menangani 
~fS:!linan­ 
Kurungnya 
anggaran unru k 
pengadaan fasilitas 
Puskesmas 

Pelayanan rti-1 Masyarakat 
fasihtas 
kese-hatan 
tidak opimal 

- Kurangnya 
jurnlah tcnaga 
kcseha!an yang 
profesiooal 

-~ 
Internal C 

._____ - '-- - 
4. Cekupan Mutasi tenaga 

Pc·nolongan kesehatan 
Pt-rsalinan olch tcrtarih 
Tenaga 
Kesehatan yang 
memilikt 
Kompc1ensi 
lscbidanan 

5. Cakupan 
Pclayanan 
Kesehatan Bayi 

Mas~'8rakal 

Sarana 
pendu kung ANC 
kurang 
mernadai 

3. Angka 
Kcmatiao 
Balita IAKaBaJ 
Per 1000 
Kclahiran 
Hid up 

Kualitas dan Dinkes 
efektivuas RSUO 
pclayanan 
rcndah 
Kepuasan I 
masvarakai 
!:£1lda!l___j_ __ ~ - 
Kualitas dan Dink<'h 
cfekliviltl~ RSUD 
pdnyanan MasvnraknJ 
rendah 
Kcpuasan 
rnasyarakat 
rendah 

c b k i o.-+---- 
D 

Uraian No lndikator Kin<'rja Uraian l 
d 

Tujuan/ Sasaran 
Stratcgfs 

Rlsiko I Scbab -~-, 
l C/UC 

Kock Risiko ITmilik Uralan Sumbet" -- f D e It I 

RS0.19.02.03. I 
Kepala Dinas Alat Pendukung Internal c 

03 Kesehatan ANC tidak 
dikalibmsi 
Regen dan alat 
pendukungANC 

I kurang 

RS0.19.02.03. Kepala ofiias' Sistem kc:p,-g.awaian Internal UC 
04 Kesehatan 

____ D=atn~""~":,......~--1 
Pihakyang 

Tcrkena 



Rulko Set.ab') CJ 
Dampak**) Ind.lb tor UC 

No KecJataA Kela.ar&D Ta.hap I Unllan Kode I Unllan Sumber RJalko I PemJI.Ut Urala.a. Pihak JllUC Terkeu 

" b c - ,.-o 1- • r I ll ,~- h --- ,__ • LL - k I 
l. Program: 1Tcrba.Y11fk11nnyn Pt-n,inggung Pt-rtnnggungjav.11000 ~.18.0J.;epala l<'rkas dckumentasr Ek sternal UC Pemboyaran ti<lnk KcpolA Derah 

f'toningkman IJaminun 
··~""' [""" tepat wekru ao a .ot u''" pa&icn terlambat ldaput segern Rumnh sakit 

Kcsclnmatr111 lbu csenaten dilengk,1pi ok'h klin>alisaslkan Masyamk01 
Mclahirkan <Ian t-el)lll8 Rumah s;1kit 
IAnok Mang 

tesmas ,_ 
Kcgio1on: Penatuusaha Pengadministrasian 1«)().18.0r ~rkas dokumcntum Eksternal UC Pcmbayarun 1ldak - - Kcpu.la Derah 
liaminan an 

_J""'""'"" 
0.03.02 as pasien terlam bat ktopat segcm I,~,,, 11\'rsnllnan DAK ·esebatan dilcngkapi olch ldireahsasikan yornkal 

Non Fisik Kepala Rumah saklt 
'3i<lang 
~srnas 

L _L - - 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Baral 
: Dinas Kesehatan 
: 2018 
: 2019 
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Form3.d 
CONTOH KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASJONAL 

Nama Pemda 
Nama Perangkat Daerah 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 
Tujuan Strategis 
Sasaran Strategis PD 
Urusan Pemerintahan 



Rlsiko Sebab") f Cf Dampu-J 
lndillator UC 

No KecJ*taa Ke1uan.n T&b.ap Vra.ian Kade Pemil.l.lt Vra.ian Sllmber Vralan Pihak ,....., Te.ken& 
RJ.silu, . b c D . I 0 S.-- --- h I i ~ , 

(Pela po ran ILaporan Rcalisasi IR00.18. "epala Rumah Sakit IRSUD) Ekstemal UC Dana OAK Tnwulan Kepala Derah 
h:euangan Triwulan : PJ.03.03 J)inas mcnyampaikan lxrikutnya tldak Rumah sakit 
Kesuhtan ,.;eS('hatan klaim tidak lcngkap k!isalurkan oleh Masyarakat 
lmcngumpulkan IIKepala Kemenkeu 
ladministrasi syarat l3idang 
nt"nrl\imn, ,y·Ritu ~s 
kelengkapan klaim. 
lberupn dokumentasi 

>--- - - -'R00.18 
·-·-- ~ C--- 

~aran 
- 

P;>mantauan Kcgagalan Kepala ~Evaluas, ddakukan Internal c l)inas 5'('sehat:rn 
ldan mc-ngjdcntiftkasi ,3.03.0-J Pin as terbatas Llainpt-rsal tidak 
levaluasi pcrrnasalahan 1-eschatan pada output terscrap IOO"o 

VKf'pala (jurntah bumil I 

I ~idang miskinyang belum I I r mempunyal jaminan 
kesehatan tainnya I 

J terlavani] 
:Tcrlak"'1nnn,..i Pcrcncanaan iOata lhu hamil rniskin IR00.18. Kepala IKurangny,, Internal c Perencanaan Kcpala Derah Rumah 
Kegiatan lvang belum rnerniliki os.oa.os J)inas koordinas, dengan kurang tepat is,.kit 

aaminan kesehatan 1-csclunan Dmas Sosial Masynml"'t 
lamnyn dari lKcpala 
~Ccatn;,ttan dan 13idang 
kelurahan belum Msmas bna 
V.:rhitungan ll(UU. 18. jKepala tTidak adn data base, Internal c Ir erhambat nya Kepala Derah 
lkcburuhan dana tidak pJ.03.06 binas pelayanan Rumah sakit 
~epat .,:esehatan Mesvrirakat 

Kcpala 
Bidang 
.,:csmas 



Diis! dengan nomor urut 
Diisi dengan kegiatan. l ujuan I.A,g,ai.m. dan """'''" ~wl,m _i,o,marw 1erumum d•i.m Rl,;A St-PO l..olom 
JnSJ dengan lnd1k.ttor L.1f\l!l'Ja tu1u•n/~~r•n Lt-gWldn 
d1ts, dengan l.thapan t.,,g,ai.n 
dust d(ongan uraian pen~tl\' ..... vang lllPf'UJ'dUl'I ~ 
dusi denf"'" Kode nS1bo 
dus, denp,dn "'-'"""• ns,ko, p,h.11./urut ,ang bertonf,gung JJwab/ b<Yl.epenungan un1ul. meogeloi. nStl.o 
,lus, <lengan pmwb.lt, llmbulnia rostl.o, Unlul mrm('('fmuJah KlenlJftl.Jso seNb nstl.o. S<'bab ros,k.<> b,.., d1l.ategonk.,q ke dal.im A l•n. Me"".V· Akl/1"/. Mudr11•·· da" Malen.ii 
du,, denl\•n sumlw ns,l.o (~k!ilemal/ inwmal) 
d11" dengan C. 1•1..1 unn ""ria nwmru untu], """'&""'ldlil..ln l"'"'.i,.,t, ""'°· •"u IX ,,1..1 unit 4'1)1 hJ•• nvmru """'&'"d.ahk.tn l""'">b.11' n»ko 
dll" d,•nY,an uraun .what unp, dilimt<ulLtn 111..i ""™' lw'nar~'fWl" lrrJ,JdJ. t;n1ul ffll.'ll1JlL'f!TOld.lh ldmllltl..b1 d•mra~ n,ilu,, d4l11f"~ m,k.<, t,,... d1l..itegonl .. m ~. delem K<•uang•n, 
t-:.1nf"r,a, Ri>puld<;t d,m Hulum 
Jw .. 1 t1engan pth,d,/vnu \·~ng ml-'n"IPnfd/t.,.r\..Ald ddmfldL Jlk..a n\1lo hPn.tr-bindr tt•q.td1 

Kolom a 
Kolom b 
Kolom c 
Kol om d 
Kolorn c 
Kolom r 
Kol om g 
Kolom h 
Kolom 
Kolom j 
Kol om k 

Kolom 

Ketcrangan : 

Rlslko Sebab•I CJ Dampu"') lndilrator UC 
No Keglatan Kel11aJ1Dl Tahap UnJ,m Kocle Pemlllli: Urum Samber UraJa» Pihalr JllD& Ted,ena RJslko I 
a b c D ~ r u h ' l ' Pclaksanaan lldanya pasien yang 'R00.18. Kepala lfidak ada database Internal c Rcndahnya Kepala Derah 

masih dikenakan 03.03.07 btnas kepuasan Rumn.h saklt 
biaya olch RS/Bidan iKesehatan masyamkat Masya.rakaJ. 
doul>le drum I 'Kepala 

Bidang 
J\f'c::mas 

Pclaksanaan M"Oses NOSS ched. l<UU.18. ~epala Kurangnya kordinasi Internal c rrnhambatnya Kepala Dernh 
datadengan 03.03.08 btnas tpclayanan Ru mah sakit 
BPJS dan Jamkeskot iKesehatan Masvamkal 
yang membutuhkan 'Kepala 
waktu lama Bidang 

I\CsmllS 



f 

5 

1 -;:.l(latnn Pl'ng('ndailnn ynng Mc:-d1a/l~ntuk sarann I Pt-nycdia Penertrna Rcnct1na ~ Rcali"'i~i l 
Diburuhkan P..ngkomunikasian lnformaoti lnforma,i Waktu Wnktu Kl'temn1111n 

-~~4--- :----i-------l'-'l\,=lak~nru1n Pl'ltlk-:.m,um 
- b-- " " " _ _-1- 11 ii" ~-~ 

r, n11111u·11 trnng., honort'r Rap.II St-kda/111'10 >ma.~ Korhnlan riwulan I J'chrunn l'lah dilakanuknn dan 
rsc·hatun ll\l'Sl>M :201'1 !101'1 clilill(lllkh111JUl1 C)oku,nrn1asl ! . lx-rupn nOIUi('l1 

J R•·kn1it111r11 Nuke, ·uru1 usulnn Kl'SC)M KN f."" utun I {<'brunn Tcluh clilul<Rnuknn ,11111 

l narnbnhan Nuk,·s dari tO..!O r201•1 d11md11klnnju1r. l>okumrnwsl 
IKPSDM I<<• HI\N I_- h,·rup.1 notuten 

3 l·;vuluu,1 Uhl5 imph'mc·ntas, SOP J~;ipa1/Sum1 Bdamn >inns Kc-c:-h1111an:-u1f llin11-. riwulan I l·rhruHri jrrlnh dilakunnknn dan 
lnt Kalibrnsi 1 !l\rS<·h11tan r0.19 611<1 '.f.h.lincl;1kJ11nju1l. llokumrnt11,;i 

rcrluut _ .'l<'I \1(1111101 uten 

Mrngndnkan pelatlhan N,1k1·,; r=: nora dm,,., usutan ·<"pala BKlang fKc-pala llinkrs rT11wuJ,in I Fd,i uari r.ffr)Hh clllukannk11n tlun 
'J,..latlhnn Nake~ dan 019 ~01•1 1t11tmtluklanju1l. llok11nwn111sl 
'Kepal11 B,dang kepada ~b<·rupa notulcn 
p.;rp11la Dinkrs . 

F.volua,;l elJl> unplementavt 1R,,pm/Sumt Edaran Dinas K<:S<·hataniStaf Dinas I'. riwutan I Februari <"iuh clilukunakun daJl 
'tand1,r Pl•luynnan Puskemas KrS<"halan !l019 011J iundnklanjuu. Dokumentu si 

}erkait 1. ! ..:n.:!J.>.'l notulen 
l!:\'\IIURSi 111ns imptementas! tHnpat/Sumt E.daron mas t,;e"'hatan:Slaf Dinas ~nwulan I = elah dilakanaknn clan 
Permenkes Nomor 3 Tahun 2019) 1Kcsch,11an 119 

OIQ tuindaklanjuu. Dokumcntast 
J!erkml 1 ·rupa not ulen 

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
: 2019 

Mcningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Nama Pemda 
Tahun Perulaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

CONTOH RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN 
Form 8 



Form9 

:i,:on lirmasi pelaksaii"ruli, 
I poran pclaksanaan 

• Lan 
Konfinnasi pclaksanaan 
Laporan pclaksanaan 
i1<eglatan 

Pcno.nggung Jawab R~CMa Waktu Rcalisasl WeJc1u [ • 
Ptmo.ntauan ..-dnksanruu, ~lak$8naan Kcterangan 

Pcm~ 

"=--'d----1,,,,)k-to-bf'r, _c ~ktollt'r,/ , OOllonng icl'iiJi"3llokS{IJ'IW<M, 
ovember November !dokum<-nlnsikan, dun 

• 1 • 1d1stribui.ikan 

fDl'scmllt'r 20 l 9Jtxscmbcr 2019 
• mester I uni 2019 oiiltoring tt'Tiffi dlfaksanokan, 

idokumenteslkan, dan 
ldlsrribusikan 

fmf'stcr I uni 2019 onitoring tclah dllnksanruron, 
idokumcntasikan, dan 
idisl ribusikan 

cpol.1 Omas ""Sc[ mC':,IM'l l!unl"201- i,-- 
. esehatan Dircktur 
SUD 

·c"pa1a Dines---+-c--m-csccr I uni 2019 
esehatan Dirclctur 
SUD 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
2019 

: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

CON'T'OH RENCANA DAN REALISASI 
ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN 

6 

F.valuasi atas 
tmplemenrast Standar 
Pelo: ananPuskemas 
'valuasi atas 
lrnplcrnentasi 
Permenkes Nomor 3 
ahun 2012J 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 
'T'ujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

K lman Ptna ndn~IM Bcntuk/Mctodc No cg, . .,e ' Pemantaua» ynng 
yo.ng Dlbutuhkan ~lukan __ 

a B c 
c Rt•krut111t'11 1tnnga ~·onrirmasr pcrslopan can 

onorer kesehatan opomn pclaksannan 
egiatun 

-rl..n1itmer, nakes ,Konnrmasl/pcmantauan 

{

rkel1~utan 
t,valUClSi uu1s onfirma~(pctaksanniin" 
lrnplementasl SOP Ala iporan pelaksanaan 
h.alibrasi egtatan _ 
Mcngadnkan pelatlhan onnnnas1/pcmantauan 
akes , rkelanjuto.n 



Mas<ilah/RisikolJaru·: --- 
···················· ----- \__,__ 

L l 

2 Tid11k seluruh bayi 
mcndnpat Imunisesl 
yang cukup 

Tidal< Trrjadi Telah 
dilaksanakan, 
evekufltas RTP 
bclum dapat 
diukur 

Tidal< 
Terjadi 

Ok1ob<-r 
2019 

Tid:tk Trrjadi """'"- I'""'" N 

Nakes 
RSP.l<J.01.0l.C)4 tTidak 

Terjad, 

RSP.19.01.01.0l Jumlah tcnaga 
kesehaian 
bclum 
memadai 
(tenaga 
taborarcrium. 
dokter. tenaga 
kesehatan 
Iainnya) 

Mm-et 2019 Telah 
dilaksanakan, 
evektifltas RTP 
belurn d'IJ):ll 
diukur 

Oktoll<'r 
2019 

Re<Tt.11tmPn 
rrn:iga 
honorer 
kesehatan 

-----+- - - - Kemarian Diisi dengan 
Bayi kt'tt"mngan 

tam bah an 

Risiko Strateg,s Pemda 
Pelayanan kesehatan 
belum mcmcnuhi SPM 
Btdang Kt"S<"hatan 

B 

Dampnk 

f 

Rislko yang Terindikasi Kode Risiko Tanggal 
T iadi 

d 

Keterangen RTP 
Ke· Risiko Rl,alisaSJ 

Pelaksanaan 
RTP 

Rcncana 
Pe1aksanaan 

RTP 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
: 2019 
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masvarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP 

Form 10 



!/ 
+ 

- _ _j_ - 
Triwulan 11 Ar,ril 2019 Telah 

atas dilaksanakan 
implernenta dan 

rtiundaklanjuti 

Triwulan II 

Tt'IRh 
dilaksanaknn 
dan 
dil.indaklanjutl 

April 2019 

__ _L-c~~~- 
Triwulan I Maret 2019 Telah 

dilaksanakan 
dan 
ditindnklanjul.i 

_j_ - 
T,dak Tcrjadi faaluasi 

aras 
implcmenta 
s,SOP 
t.ahbrn"' 
AJa~•~--+ 
F.,wuasi Tri" utan II 
atus 
irnplementa 
si Standar 
Pt'lavanan 
Puskesmas 

Tidal< Terjad1MM1gadaka 
n pelauhan 
Nakcs 

~ Rcncana RcalisasJ 
Pelaksanaan Pclaksanaan 

RTP RTP 
Ketemngan 

T1dak 
Terjadi 

Tidak 
Tt'rjad 

Tidal< 
Tet]adi 

------+- 

I- 

................... 
11 Risiko Operasional 

Dinas xesehatan 
Daw lbu hamil =:...,...·s-ki-.n~..-R-00~-. ,-9-.0-3-.03.02 Tidak Tidal< Ttrjadi 
yang belum memiliki Terjadi 
jaminan kcsehatan 
talnnya dari 
K=1<111dan 
Krlurahan hclum ada 

~Tidak =r= Tnjad I Tc!]lldl I 
RS0.19.0..!.03.07 

+ 
Tidak 
TC'rjruh 

-lbu -hmnil mclahirkan 
ridak di rasiU111~ 
kesehatan (Puskesmas] 

Masalah/Risiko Baru . 

,__ 
Tidak TC'rjadt 

9 e - 

RTP Keterangan Oampal< Scbab 

1- 
Risiko Strategis Dinas 
Kesehatan 
Sarana-:.:pe=n-d=-u-ck-u-ng--+.R~s=o.19-:02.03.02 
ANC kurnng memadai 

lie adlan Risilro 

•-" II 

No 



diisi dengan nomor urut 
diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum 
dalarn RPJMD / Renstra 
diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 
diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
diisi dengan Kode risiko 
diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ 
berkepentingan untuk mengelola risiko 
diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi 
sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, 
Method, Machine , dan Material 
diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 
diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab 
risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko 
diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar 
terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko 
bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 
diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko 
benar-benar terjadi 

Kolom k 

Kolomj 

Kolom h 
Kolom i 

Kolom g 

Kolom c 
Kolom d 
Kolom e 
Kolom f 

Kolom a 
Kolom b 

Keterangan : 



diisi dengan nomor urut 
diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum 
dalam RPJMD /Renstra 
diisi dengan indicator kinerja tujuan strategis 
diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko 
diisi dengan kode risiko 
diisi dengan pemili risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab / 
berkepentingan untuk mengelola risiko 
diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah 
identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : 
Man, Money, Method, dan Material 
diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal) 
diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan 
penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu 
mengendalikan risiko 

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar 
terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak 
risiko bias dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi 
dan Hukum 

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko 
benar-benar terjadi 

Kolom a 
Kolom b 

Kol om c 
Kolom d 
Kol om e 
Kol om f 

Kolom g 

Kol om h 
Kol om 

Keterangan : 



Keterangan : 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai form 3.a, 3.b, dan 3.c 
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai 3.d 
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa­ 

rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi 
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata­ 

rata/ modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi 
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala Q, 

kemungkinan , V 

Analisis Risiko 

Skala Skala 
No "Risiko" yang Teridentifikasi Kode Risiko Dampak*) Kemungki Skala Risiko 

nan*] 
A B c D E F 
I Risiko St:rateris 
1 Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat RSP.19.01.01.01 3 3 14 

IPHBSl rendah 
2 Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM RSP.19.01.01.02 5 3 22 

Bidanz Kesehatan 
3 Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang RSP.19.01.01.03 3 3 14 

tidak diperiksa oleh Posvandu 
4 Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas RSP.19.01.01.04 5 3 22 

kesehatan 
II Risiko Strategis Perangkat Daerah 1: 

Dinas Kesehatan 
l Penggunaan layanan kesehatan rendah RS0.19.02.03.01 4 3 17 

(Persalinan tidak dilakukan pada faskes, 
kuniunaan ibu hamil tidak teratur] 

2 Kualitas peJayanan APN tidak sesuai SPM RS0.19.02.03.02 4 2 13 
Kesehatan 

3 Sarana pendukunz ANC kurang memadai RS0.19.02.03.03 4 4 19 
4 Mutasi tenaza kesehatan terlatih RS0.19.02.03.04 4 3 17 
5 Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang RS0.19.02.03.0::, 3 3 14 

orofesional 
6 Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang RS0.19.02.03.06 3 3 14 

profesional 
7 Ibu bamil melahirkan tidak di fasilitas RS0.19.02.03.07 5 3 22 

kesehatan (puskesmasl 
m Risiko Operasional Perangkat Daerah 1 : 

Dinas Kesehatan 
1 Pertanzzunziawaban tidak teoat waktu R00.19.03.03.01 4 3 17 
2 Penzadministrasian tidak tepat waktu R00.19.03.03.02 4 2 13 
3 Laporan Realisasi Keuangan Triwulan 5 2 21 

kesulitan mengumpulkan administrasi syara1 R00.19.03.03.03 
pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa 
dokumentasi 

4 Kezazalan menzidentifikasi permasalahan R00.19.03.03.04 4 3 17 
5 Data Ibu hamil miskin yang belum merniliki R00.19.03.03.05 5 3 22 

jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan 
dan kelurahan belum ada 

6 Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat R00.19.03.03.06 2 2 7 
7 Proses cross check data dengan BPJS dan R00.19.03.03.07 3 2 11 

Jamkeskot vana membutuhkan waktu lama 
8 Adanya pasien yang masih dikenakan biay R00.19.03.03.08 3 1 s 

oleh RS/Bidan (double claim ) 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
: 2019 
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
: Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan 

NamaPemda 
Tab un Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO 
Form4 



Perencanaan kurang 
tepat 

Kurangnya 
koordinasi 
dengan Dinas 
SosiaJ 

22 Kepala 
Bi dang 

1 J Data !bu hamil miskin 'R00.18.03. 
yang belum merniliki 03.05 
jarninan kesehatan 
lainnya dari 
kecamatan dan 
Desa/kelurahan 
belurn ada 

Meningkatnya 
kematian ibu 
dan bavi saat I melahh-kan 

I Kurangnya 
anggaran untuk 
pengadaan 
fasilitas 

uskesmas 

22 

I pendukung 
ANC kurang 

~ Tenaga 
laboratorium di 
Puskesmas 
kuran 

ill Risiko Operasional 
Perangkat Daerah 1: 
Dinas Kesehatan 

2 Ibu hamil melahirkan 
tidak 
di fasilitas kesehatan 
(puskesmas) 

Kepala 
Din as 

RS0.18.02. I 
03.07 

No Risiko Priorita• Kode Skala Pemilik Penyebab Dampak Risiko Risiko Risiko 
A B c D E F G 
I Risiko Strateds 
l Pelayanan kesehatan RSP.18.01. 22 Kepala 1. Saran a AKl tinggi 

belum memenuhi SPM 01.02 Dae rah prasarana AKB tinggi Akaba 
Bidang Kesehatan belum Peningkatan kasus gizi 

memadai buruk 
(Puskesmas Kasus HIV meningkat 
PONED tidak Kasus TB meningkat 
tersedia.) Angka kejadian 

2. Jumlah Penyakit Tidak 
tenaga Menular (PTM) tinggi 
kesehatan Angka kejadian 
belum Penyakit Menular 
memadai tinggi 
(Tenaga Angka stunting tinggi 

.._ laboratoriu ml - 2 Tidak seluruh bayi RSP.18.01. 15 Kepala Kurangnya Bayi tidak mendapat I mendapat imunisasi 01.04 Dae rah anggaran imu nisasi yang 
yangcukup pengadaan memadai dan lengkap 

vaksin 
- ~ imunisasi 
n Risiko Strategis 

Peran2kat Daerah 1 --- l Sarana pendukung RS0.18.02. 19 Kepala - Alat Kualitas pelayanan 
I ANC kurang memadai 03.03 Dinas pendukung ANC tidaksesuai SPM 

ANC tidak kesehatan 
dikalibrasi 

- Regen dan aJat 

Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
Urusan Pernerintahan 

: Pernerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa 
Barat 

: 2018 
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
: Urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan 

Nama Pernda 

Forms 

CONTOH KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS 



Kondisi Rencana Tindak 
No 

Lingkungan Pengendalian Penanggung Target Walrtu Realisasi 
Pengendalian yang Lingkun&:n jawab Penyelesaian Penyelesaian 
Kuranl( Memadai Pengend 

a b c d e T 
I Peneaakari rnteantas dan Nilai Etika 
1 Banyak terjadi Analisis/ kajian lnspektorat Triwulan II 2019 rrri'wulan II 2019 

pencopotan/mutasi kelemahan 
pejabat daerah pengendaJian karena tersangkut kepatuhan hukum kasushukum 

1J : Komttmen ·1 ernadan Komoetensi 
l Pegawai belum Penyusunan peta BKPSDM Triwulan Ill 2019 Triwulan lll 2019 

ditempatkan sesuai kompetensi dan 
dengan kom petensi perbaikan SOP 
dan pengalamani ~enemp~tan >l'O'awru 

2 Kualifikasi dan Reem it men dokter Dinas Triwulan III 2019 rfriwulan 1Il 2019 
kompetensi dokter dan tenaga Kesehatan 
serta tenaga kesehatan 

' kesehatan di RSUD 
Kabupaten Subang 
belum memenuhi 
kebutuhan akan 
pemberian 
pelayanan 
Kesehatan di era JKN 

111 xeperrumntnan vanz kondusu 
1 Pimpinan belum Penyusunan Sekda Triwulan I 2019 ITriwulan I 2019 

menetapkan kebijakan 
kebijakan pengelolaan Risiko oenzelolaan risiko 

2 Rencana strategis Penilaian risiko Sekda, BP4D Triwulan I 2019 rrnwulan I 2019 
dan rencana kerja rencana strategis 
pemda belum dan rencana kerja menyajikan 
informasi 
menzenai risiko 

3 Pelayanan pasien Evaluasi pemberiar Inspektorat Triwulan I 2019 ITriwulan I 2019 
BPJS di Kabupaten Iayanan dar 
Su bang belum kepatuhan regulasi 
optimal dan 
terdapat rcgulasi 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten Subang 
tidak berjalan 
sebagaimana 
mestinya yaitu 
ketentuan 
mengenai praktek 
dokter IV Penyusunan dan --Penerapan KeotJakan yang senat tentang Pemomaan su VI 

l Pemda belum Sosialisasi budaya Sekda Setiap bulan Setiap bulan 
mengintemalisasi risiko pada setiap 
budava raRat sadar risiko bu anan 

,r 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
: 2019 

Nama Pemda 
Tah un Penilaian 

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH 
DIBUTUHKAN/ RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 

(RTP DAN CEE} 

Form6 



a diisi dengan nomor uru t 
b diisi dengan risiko prioritas 
c diisi dengan kode risiko 
d diisi dengan skala risiko 
e diisi dengan pemilik risiko 
f diisidengan penyebab 
g diisi dengan dampak 

Kolom 
Ko lorn 
Kol om 
Kol om 
Kol om 
Ko lorn 
Kol om 

Keterangan : 



I Uraian j I Rencana Pemllik/ 
N Risiko Kode Pengenda Celah Tindak Penang Target 

lian yang Pengenda Waktu 0 Prioritas Risiko Sud ah Uan Pengenda gung Penyelesaiau 
Ada *l I I lian Jawab 

a b c d I e f g h 
I I Rislko I I I Strateris I 

I Pelayanan RSP.19.01.01. SOP Prosedur Rccruitmen Kepala Triwulan IV 
kesehatan 02 Pertolongan pengendalian tenaga honorer Daerah 2019 I belum Persalman tidak dapat kesehatan 
memenuhi 

I dilaksanakan 
SPM Bidang I 

. Kesehatan I 
J Tbu hamil RSP.19.01.01. I Perkada Kuanhtas Rckru i h11<·n Ke pal a I Tnwulan IV 

melahirkan (» ten tang SD~! \:akes \:akes Daerahcq. 2019 
I tidak di analisis yangterlauh Ka 

I fasilitas kebutuhan I kurang BKPSDt-.1 I I kesehatan I pegawai I I 

I II Risiko 

I 
• 

I 
Strategis I Din as 

I Kesehatan I 

I 
Sarana RS0.19.02.03 SOP · Prosedur ' Evaluasi atas Kepala Triwulan I 2019 
pendukung .03 Kalibrasi pengendalian implementasi Dinas 
Ante Natal AJat belum SOP Kalibrasi 

I Care (ANC) I dilaksanakan I Alat 
I kurang 
I memadai I I 

I Standar I Prosedur Evaluasi ates Kepala Trrwulan II 2019 
Pelavanan pengendalian irnplementasi Dinas 

I Puskemas belum Standar 
(Permenkes dilaksanakan Pelayanan I I Nomor75 I Puskemas 
Tahun2014) 

!bu hamil RS0.19.02.03 SOP Kualitas SD~ I 1 Mengadakan Kepala · Triwulan IJ 2019 I 
melahirkan .Qt, penanganan '-akes yang pelatihan Dinas I tidak di ibu bersalm terlatih :\akes Kesehatan 
fasilitas kurang I kesehatan I (puskesmas) I I I 

m Risiko 

I 
I 

Operasional I Din as 
KesehataD I 
Dataibu R00.19.03. [uknis Prosedur ' Evaluasi atas Kepala I Triwulan lI 2019 
hamil 03.05 Penggunaa pengendaltan implementasi Bagian 
miskinyang n OAK Non belum (Permenkes 
belum FISlk dilaksanakan \lomor3 I 

memiliki I 
(Pennenkes Tahun 2019) I 

jaminan '\1omor3 I 

kesehatan Tahun 2019) 
lainnya dari I 
kecamatan I 
dan kelura 

: ban belum I ada 

: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
: 2019 
: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Nama Pemda 
Tahun Penilaian 
Tujuan Strategis 
U rusan Pemerintahan 

Form7 
CONTOH PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA 

DAN MASIH DIBUTUHKAN 
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO) 



diisi dengan nomor urut 
diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai 
diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan 
diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan 
kegiatan pengendalian 
diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 
diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP 

Kolom a 
Kolom b 
Kol om c 
Kol om d 

Kolom e 
Kol om f 

Keterangan : 

Kondisi Rencana Tindak 

No 
Lingkungan Pengendalian Penanggu.ng Target Waktu Realisasi 

Pengendallan yang Lingku.ni5:1o jawab Penyelesaian Penyelesaian 
K··--- Memadai Pengend · 

a b c d e r 
2 Belum terdapat Kajian rancangan BKPSDM Triwulan I 2019 rl'riwulan I 2019 

pem berian reward pemberian reward 
dan/atau dan/atau 
pu nishment atas punishment atas 

, nenaelolaan risiko nenzelolaan risiko 
3 Evaluasi kinerja Kajian rancangan BKPSDM Triwulan I 2019 Triwulan I 2019 

pegawai belum perhitungan hasil 
dipertimbangkan kinerja terhadap dalam perhitungan 
penghasilan penghasilan 

4 Anggaran , h.eD:Jru<an eusiensi BKPSDM Triwulan I 2019 lTriwulan I 2019 1 
penggunaan 

pengembangan SDM Anggaran I belum Memadai 
5 Pernerintah Penyusunan Dinas Triwulan JJ 2019 h'riwulan II 2019 1 

Kabupaten Subang strategi ,Kesehatan 
belum memiliki pemenuhan dan 
strategi dalam pendistribusian 
pemenuhan dan SDM kesehan 
~endistribusian ~ekomendasi DM kesehatan di PK) RSUD Kabupaten 
Su bane: I I 

6 Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem RSUD 'I riwulan II 2019 f riwulan II 2019 
kesehatan di RSUD Pemenuhan Tenaga Kabupaten 
Kabupaten Subang kesehatan di RSUD Su bang 
belum mernperhati Kabupaten Subang 
kan tingkat 
kebutuhan dalam I nemberian 

v Perwujudan Peran APIP yang Efektif 
1 Inspektorat Daerah Perbaikan lnspektorat Triwulan I 2019 Triwulan I 2019 

belum melakukan prosedur 
audit kinerja atas pengawasan kinerja 
penyelenggaraan dan penyusunan 
urusan kesehatan PKPT Inspektorat 
dalam tingkat 
stratezis 



f 

Keterangan : 
Kolom a diisi dengan nornor urut 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ 

terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh 
SOP Pemeliharaan Gedung dibersihkan 2 kali sehari 

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif : 
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, 
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, 
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya 
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk 

menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 



diisi dengan nomor uru t 
diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian 
diisi dengan Penyedia Informasi 
diisi dengan Penerima Informasi 
diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 
diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaa 

Kolom a 
Ko lorn b 
Ko lorn c 
Kolom d 
Kol om e 
Kol om f 
Kol om g 

Keterangan : 



diisi dengan nomor urut 
diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 
diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan 
diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan 
diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan 
diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 
diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil 
kegiatan pernantauan, pelaksanaan monitoring, 
pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya 

Kol om a 
Ko lorn b 
Kol om c 
Ko lorn d 
Ko lorn e 
Ko lorn f 
Kol om g 

Keterangan : 



Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis 
Pemerintah Daerah Kabupaten Su bang, dimana 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dapat memilih 
beberapa urusan ·wajib/pilihan dengan 
mempertimbangkan urusan priorit.as sesuai dengan visi 
dan misi Bupati Subang atau pertimbangan profesional 
lainnya. 

I Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan 
pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan 
pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

B. Dasar Hukum 
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan 
baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait 
ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan 
risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Subang baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan 
pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya 
pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

D. Ruang Lingkup 
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan 
konsep dan konteks pengelolaan risiko di Lingkungngan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

U Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei 
persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan 
pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang. 

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna 
memperbaiki Lingkungan Pengendalian yang mendukung 
penciptaan budaya pengelolaan risiko di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 
A. Penetapan Konteks/Tujuan 

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 

Form 11 



serta pengkomunikasian dan monitoringnya) 

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis 

Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan 

hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko 

yang sudah diidentifikasi. 

D. Pengendalian yang sudah dilakukan 

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian 

yang sudah ada di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Subang yang terkait dengan risiko yang 

diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis 

risiko. 

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan 

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih 

dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing 

risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada 

celah pengendalian dari pengendalian yang sudah 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

IV Rancangan Informasi dan Komunikasi 

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang 

dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan 

pengendalian sesuai yang diinginkan. 

V Rancangan Pemantauan 

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan 

dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau 

keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang 

dilaksanakan dan berjalan efektif. 

VI Penutup 

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan 

risiko Unit Pemilik Risiko. 

Lampiran 
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP 

B. Hasil Identifikasi Risiko 
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap 
atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, 
penyebab risiko, sumber risiko, penyebab risiko apakah 
dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 
dikendalikan (uncontrolled) oleh pemilik risiko, dampak 
risiko, serta penerima dampak risiko. 

C. Hasil Analisis Risiko 



dilaksanakan serta uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana 
kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. 

II Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau 
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang 
menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan 
pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

di Lingkungan Pemerintah B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko 
Daerah Kabupaten Subang 
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 

I Pendahuluan 
A. La.tar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan 
risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

8. Dasar Hukum 
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik 
yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun 
peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang baik 
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan 
risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

D. Ruang Lingkup 
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep 
dan konteks pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang. 

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Subang 
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang 
direncanakan serta berisi pemutakhiran risiko dan RTP 

Laporan Pengelolaan Risiko 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 

Form 12 



Lampiran-lampiran 

llI Monitoring Risiko dan RTP 

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan 
RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP 
pada serta dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan 
pemutakhiran risiko dan RTPnya 

I\' Penutup 
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan 
risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai 
tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai 
perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna 
meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 



A Rencana dan Realisasi Kegiatan 

Bagian mi berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko 
terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dilaporkan oleh UPR 
kepada unit kepatuhan. 

8. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan 
risiko oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan hal-hal yang 
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. 

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR 

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan 
pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta 
analisis hasil pernantauan untuk rnernastikan bahwa pengendalian yang 
telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 
Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang 
dibutuhkan. bentuk/metode pernantauan yang diperlukan, penanggung 
jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pernantauan, realisasi waktu 
pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan 
kegiatan pengendalian. 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala 
dan hambatan yang dilaporkan oleh U PR serta rekomendasi strategis 
rnaupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang 
dilakukan unit kepatuhan kepada UPR. 

Lampiran-lampiran 

Laporan Unit Kepatuhan Risiko 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
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A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 

Bagian Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan 
risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang a.kan dila.kukan 
dan RTP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang 
dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga 

dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang meliputi sosialisasi, 
birnbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi 
pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan 
hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada 
unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi 
dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. 

C. Hasil Pembinaan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang terhadap pengelolaan risiko dan RTP oleh UPR 
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap Perangkat 
Daerah terkait pengelolaan risiko dan RTP. Selain itu juga dibahas hasil 
fasilitasi terhadap Perangkat Daerah dalam mela.ksanakan langkah demi 
langkah proses penilaian risiko ataupun pemuta.khiran risiko dan RTP 
sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh 

unit kepatuhan. 
D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 

Bagian ini berisi rekornendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan 
hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis 
maupun teknis dari hasil pembinaan terhadap pengelolaan risiko di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada UPR. 

Lampiran-lampiran 
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diisi dengan nomor urut 
diisi dengan risiko yang teridentifikasi 
diisi dengan kode risiko 
diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan 
diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun 
berjalan 
diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan 
diisi dengan keterangan tarnbahan 

Keterangan : 

Kol om a 
Kol om b 
Kol om c 
Kol om d 
Kolom e 

Kol om f 
Kol om g 


